PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT
NOMONR. 76 TAHUN 2017

TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN REKONSILIAST THANKAKHI
KEUANGAN DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN ANTARA
ENTITAS AKUNTANSI PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAIL (PPKDY/
BENDAHARA UMUM DAERAH (BUD) DENGAN ENTITAN AKUNTANHI
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERATI (SKI'D),
PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MALIA ESA
6 : BUPATI PASAMAN BARAT

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penya/ian laporan keuangan lingkup
pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)/ Bendahara Umum Daerah (BUD) dan
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (2)
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan
Kinerja Instansl Pemerintah, dinyatakan bahwa dalam Slstem Pengendallan Intern
harus diciptakan prosedur rekonslliasl antara data transaksl keuangan yang
diakuntansikan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Angaaran dengan data
transaksl keuangan yang dlakuntansikan oleh Bendahara Umum Negara/Daerah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagalmana dimaksud dalam huruf a diatas,
perlu ditetapkan Peraturan Bupatl tentang Pedoman Pelaksanaan Rekonslllas|
@b Transaksl Keuangan Antara Entitas Akuntansl Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
rﬁ (PPKD)/ Bendahara Umum Daerah (BUD) dengan Entitas Akuntans! Satuan Kerja
) Perangkat Daerah (SKPD);

Mengingat : 1 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara {Lembaga Negara

Republik Indoensla Tahun 2003 Nomor 47,Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesla Nomor 4286);

2. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukkan Kabupaten
Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propins|
Sumatera Barat (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 153 dan Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4348);

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Taun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355);
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Menetapkan

4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 No.66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5155);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

8. Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5948);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang petunjuk tekhnis
penyusunan dan penetapan Standar Pelayanan Minimal

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Pedoman
penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis akrual pada Pemerintah
daerah

11. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN

PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT TENTANG STANDAR
OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAKSANAAN REKONSILIASI
TRANSAKSI KEUANGAN DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN
ANTARA ENTITAS AKUNTANSI PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN
DAERAH (PPKD) BENDAHARA UMUM DAERAH (BUD) DENGAN
ENTITAS AKUNTANSI SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)

e

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

BABI
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan

(1) Daerah adalah Kabupaten Pasaman Barat.

(2) Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

(3) Bupati adalah Bupati Pasaman Barat.

(4) Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

(5) Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan,
penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

(6) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan
tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan
DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

(7) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja
pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan
pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.

(8) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada
pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.

(9) Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah
pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan
pengelolaan keuangan daerah.

(10)Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD bertindak dalam kapasitas sebagai

bendahara umum daerah.

(11) Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk
melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.

(12) Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi

kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.

(13)Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian

kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.

(14) Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK SKPD adalah pejabat yang

melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.

(15) Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan,
menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam
rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.

(16) Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan,

membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja

daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
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(17) Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri atas satu atau lebih entitas akuntansi yang
menurut  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  wajib menyampaikan  laporan

pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
(18) Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya

wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas

pelaporan
(19) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan

tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan peraturan daerah

(20) Akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran

transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan serta penginterpretasian atas hasilnya

(21) Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang
diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.

(22) Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah adalah prinsip-prinsip, dasardasar, konvensi-konvensi, aturan-

aturan dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh pemerintah daerah sebagai pedoman dalam

menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan

pengguna laporan keuangan dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap

anggaran, antar periode maupun antar entitas

(23) Rekonsiliasi adalah proses pencocokan data transaksi keuangan yang diproses dengan beberapa

sistem/subsistem yang berbeda berdasarkan dokumen sumber yang sama.

(24)Berita Acara Rekonsiliasi yang selanjutnya disingkat BAR adalah merupakan dokumen yang

menyatakan bahwa proses rekonsiliasi telah dilaksanakan dan/atau telah menunjukan hasil yang sama

antara data Sistem Akuntansi SKPD/PPKD dan Sistem Akuntansi Bendahara Umum Daerah
ahapan mekanisme yang harus diikuti oleh seluruh unit

(25) Prosedur adalah langkah-langkah maupun t
Organisasi untuk melaksanakan Kegiatan sesuai dengan Kebijakan yang telah ditetapkan.

(26) Kegiatan adalah penjabaran dari fungsi dan tugas untuk mecapai hasil kerja tertentu, sesuai dengan

langkah-langkah kerja yang telah di tentukan dalam Standar Operasional Prosedur.

(27) Standar Operasional prosedur selanjutnya di singkat SOP adalah serangkaian instruksi tertulis yang di

bakukan tentang berbagai proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan, bagaimana dan kapan

harus dilaksanakan, dimana dan oleh siapa dilakukan

BAB Il
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur mengenai pedoman pelaksanaan rekonsiliasi transaksi keuangan lingkup

entitas akuntansi dan entitas pelaporan keuangan selaku PPKD dan BUD, pedoman penyusunan laporan

keuangan dan standar operasional prosedurnya yang meliputi :

‘

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

(1)

()

(3)

(4)
(5)

(6)

(7)

(8)

()

()

(3)

(4)

(5)

Pedoman Rek i

onsiliasi Transaksi Keuangan Pendapatan antara Entitas Akuntansi SKPD dengan
PPKD/BUD.
Pedoman Rekonsiliasi Transaksi Keuangan Belanja dan Beban sekaligus rekonsiliasi laporan keuangan
antara Entitas Akuntansi SKPD dengan PPKD/BUD,
Pedoman Rekonsiliasi Transaksi Keuangan Persediaan antara Entitas Akuntansi SKPD dengan
PPKD/BUD
Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan SKPD dan Pembahasan Laporan Keuangan SKPD
SOP Pedoman Rekonsiliasi Transaksi Keuangan Pendapatan antara Entitas Akuntansi SKPD dengan
PPKD/BUD
SOP Pedoman Rekonsiliasi Transaksi Keuangan Belanja dan Beban antara Entitas Akuntansi SKPD
dengan PPKD/BUD
SOP Pedoman Rekonsiliasi Transaksi Keuangan Persediaan antara Entitas Akuntansi SKPD dengan
PPKD/BUD

SOP Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan SKPD dan Pembahasan Laporan Keuangan SKPD

BAB Il
REKONSILIASI ENTITAS AKUNTANSI SKPD DENGAN ENTITAS PELAPORAN PPKD
DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN
PASAL 3

Entitas Akuntansi SKPD wajib melaksanakan rekonsiliasi transaksi keuangan baik transaksi
pendapatan, belanja, beban, dan persediaan yang dilaksanakan oleh PPK-SKPD, Bendahara

Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, dan Pengurus Barang Persediaan

Jika dalam hal pelaksanaan rekonsiliasi SKPD dengan PPKD tidak dilaksanakan oleh PPK-SKPD, PPK-
SKPD diharuskan membuat surat pelimpahan tugasnya kepada orang yang ditunjuk untuk
melaksanakan rekonsiliasi dengan format sebagaimana terlampir pada lampiran 1

Petugas rekonsiliasi di PPKD sebagaimana dimaksud pada pasal ini ayat (1) ditunjuk dan diberi surat

penugasan oleh BUD/PPKD.

Rekonsiliasi Transaksi Keuangan Pendapatan,
D/BUD dilaksanakan setiap awal bulan berikutnya (10 hari kerja awal bulan berikutnya)

belanja dan beban antara Entitas Akuntansi SKPD

dengan PPK
antara PPK SKP
rekonsiliasi di PPKD
Rekonsiliasi Transaksi Keuangan belanja,
dengan PPKD/BUD dilaksanakan dengan 2 (dua) tahap yaitu :

a. Rekonsiliasi Bulanan yang dilaksanakan setiap awal bulan berikutnya (10 hari kerja awal bulan

D, bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran SKPD dengan petugas

beban dan laporan keuangan antara Entitas Akuntansi SKPD

berikutnya) antara PPK SKPD dengan petugas rekonsiliasi di PPKD
b. Rekonsiliasi setiap pencairan dana GU dilaksanakan antara Bendahara Pengeluaran SKPD dengan

petugas rekonsiliasi di PPKD ketika SKPD hendak melakukan pencairan dana GU
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(6) Rekonsiliasi Transaksl Keuangan Persedlaan antara Entitas Akuntansi SKPD dengan PPKD/BUD
dilaksanakan di pertengahan bulan berikutnya (tanggal 15 s.d 25) antara PPK SKPD dan Pengurus
Barang dengan petugas rekonsiliast di PPKD

(7) Dalam hal pelaksanaan rekonsiliasl pendapatan, belanja dan beban sebagalmana dimaksud pada ayat
(4) dan (6) bertepatan dengan hari libur, maka rekonsiliasi dilaksanakan paling lambat pada hari kerja
sesudahnya.

(8) Hasil pelaksanaan rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dituangkan dalam berita
acara rekonsiliasi (BAR) yang ditandatangani oleh :

a. Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran SKPD
b. PPK SKPD

¢. Bendahara Pengeluaran SKPD

d

. Bendahara Penerimaan SKPD

o

Pengurus Barang/ Persediaan SKPD
f. Petugas Rekonsiliator di PPKD
8. Kepala Sub Bidang dan Kepala Bidang Akuntansi di PPKD
h. Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah/ PPKD.
(9) Format berita acara rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tercantum pada lampiran 2, 3,
4 dan 5 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(10) Penyusunan Laporan Keuangan SPKD disampaikan ke PPKD setelah SKPD menyelesaikan rekonsiliasi
dengan PPKD dengan laporan yang disampaikan yaitu sebagai berikut :
a. Penyusunan laporan keuangan SKPD yang disampaikan paling lambat setiap tanggal 10 awal bulan

berikutnyanya ke PPKD adalah berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO),

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Neraca

b. Penyusunan Laporan Keuangan SKPD Tahunan disampaikan ke PPKD paling lambat 31 Januari
Tahun berikutnya berupa laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf a dan dilengkapi
dengan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK)

c. Penyusunan Laporan Keuangan Semester | dan Prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya
disampaikan ke PPKD paling lambat tanggal 10 awal bulan berikutnya berupa laporan sebagaimana
dimaksud pada ayat (10) huruf a dan dilengkapi dengan Laporan Keuangan Semester | dan
Prognosis per rincian objek

d. Penyusunan Laporan Keuangan Triwulan |ll disampaikan ke PPKD paling lambat 31 Oktober Tahun
Anggaran berjalan berupa laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf a dan dilengkapl
dengan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK)

(11) Laporan Keuangan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf b pasal ini akan dilakukan
pembahasan laporan keuangannya dengan tim penyusun laporan keuangan pemerintah yang

hasilnya dituangkan dalam format berita acara pembahasan laporan keuangan
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DOKUMEN DAN PROSES REKONSILIASI TRANSAKSI KEUANGAN PENDAPATAN
ANTARA ENTITAS AKUNTANSI SKPD DENGAN PPKD/BUD
PASAL 4

(1) Dokumen rekonsiliasi pendapatan yaitu sebagai berikut :

a 0 T o

o

g
h.

. Surat Ketetapan Pajak (SKP) Daerah dan Surat Ketetapan Retribusi (SKR) Daerah

. Bukti Penerimaan

Surat Tanda Setoran (STS)

. Buku Kas Umum

. Buku Pembantu Per Rincian Objek Penerimaan

Pengesahan SPJ Fungsional Pendapatan
Realisasi Pendapatan-LRA

Realisasi Pendapatan-LO

(2) Proses dan Mekanisme Entrian Pendapatan pada Dinas/Badan/Kantor sebagai berikut:

a.

Entrian Saldo Awal Pendapatan LRA dan Pendapatan LO

Pada awal Tahun, sebelum dilakukan transaksi pendapatan SKPD/SKPKD, PPK SKPD/SKPKD harus
memastikan bahwa saldo awal pendapatan pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan
Operasional (LO) telah dientrikan dan sesuai dengan saldo audited Laporan Keuangan Tahun
sebelumnya (laporan keuangan setelah hasil pemeriksaan BPK-RI)

Proses pengentrian saldo awal pada aplikasi SIMDA Keuangan Tahun berjalan dengan
menggunakan fitur Data Entri = SKPD = Pembukuan-> Saldo Awal yang dientrikan dengan
menggunakan login Tahun Angaran sebelumnya

Proses Entrian Pendapatan yang dilaksanakan oleh Bendahara Penerimaan berdasarkan atas
dokumen yang dipersyaratkan sebagaimana disebutkan pada point nomor 1 diatas dengan
tahapan yaitu:

1) Entrian nilai Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah

(SKRD) yang telah diterbitkan setiap bulannya.

a) Nilai pendapatan berdasarkan atas Surat Ketetapan Pajak Daerah/ Surat Ketetapan
Retribusi Daerah telah diakui sebagai nilai Pendapatan-LO sehingga diharapkan kepada
Dinas/Badan/Kantor yang memiliki SKPD/SKRD untuk memastikan nilai SKPD/SKRD yang
diterbitkannya setiap bulan secara pasti dengan kata lain tidak akan ditemukan
SKPD/SKRD bulan Januari yang diterbitkan dan dientrikan di SIMDA Keuangan pada
bulan berikutnya.

b) Proses pengentrian SKPD/SKRD pada SIMDA Keuangan Tahun 2017 menggunakan fitur
Data Entri = SKPD - Bendahara = Penerimaan > Ketetapan Pendapatan. Cara
pengentrian dimulai dengan No bukti, tanggal ketetapan, dan keterangan.

i. No Bukti dengan penulisan 001/SKPD/SKRD jenis pendapatan/nama satker/
bulan/2017 contoh 001/5KPD/SKRDPelkes/Dinkes/02/2017
ii. Tanggal Ketetapan diisi sesuai dengan tanggal diterbitkannya/ ditetapkannya

SKPD/SKRD yang tercantum dalam dokumen SKPD/ SKRD tersebut
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c)

iii. Keterangan diisikan untuk menjelaskan informasi atas ketetapan pendapatan atas
nomor ketetapan, nama objek pajak/retribusi, besaran perkalian retribusi dan masa
ketetapan

Proses entrian data surat ketetapan pajak/ retribusi daerah pada point a yang dilakukan
oleh Bendahara Penerimaan Dinas/Badan/Kantor harus diperiksa ulang/ dievaluasi oleh

PPK Dinas/Badan/Kantor dengan pencocokan data entri dengan SKPD/SKRD

2) Entrian Bukti Penerimaan dengan proses sebagai berikut :

3)

a)

b)

c)

d)

e)

g)

Bagi Dinas/Badan/ Kantor yang telah memiliki penatausahaan pendapatan dengan
menggunakan dokumen bukti penerimaan maka digunakan sebagai dasar atas
pengentrian/ pencatatan di SIMDA

Sedangkan pada Dinas/Badan/ Kantor yang belum memiliki penatausahaan pendapatan
dengan menggunakan dokumen bukti penerimaan maka dasar pengentrian/ pencatatan
adalah disamakan dengan Surat Tanda Setoran

Proses pengentrian melalui fitur di SIMDA Keuangan untuk penerimaan pendapatan
yang memiliki SKPD/SKRD vyaitu :

Data Entri = SKPD - Bendahara = Penerimaan = Bukti Penerimaan—> Dengan
Penetapan

Proses pengentrian melalui fitur di SIMDA Keuangan untuk penerimaan pendapatan
yang tidak memiliki SKPD/SKRD yaitu :

Data Entri = SKPD - Bendahara - Penerimaan > Bukti Penerimaan=> Tanpa

Penetapan
No Bukti dengan penulisan xo/BP/jenis pendapatan/nama satker/bulan/Tahun

contoh 001/BP/Pelkes/Dinkes/02/2017

Tanggal Bukti Penerimaan yang dientrikan pada SIMDA Keuangan sesuai dengan tanggal
yang tercantum dalam dokumen Bukti Penerimaan yang berdasarkan atas penerimaan
kas pendapatan oleh bendahara penerimaan dari objek pajak/retribusi sedangkan bagi
Dinas/Badan/Kantor yang menggunakan dokumen STS sebagai bukti penerimaan tanggal
bukti penerimaan yang dientrikan sesuai dengan tanggal STS

Proses entrian data bukti penerimaan pada point b yang dilakukan oleh Bendahara

Penerimaan Dinas/Badan/Kantor harus diperiksa ulang/ dievaluasi oleh PPK

Dinas/Badan/Kantor

Entrian Data Surat Tanda Setoran (STS) dengan proses sebagai berikut :

a)

b)

c)

Proses pengentrian melalui fitur di SIMDA Keuangan untuk penerimaan pendapatan
yang memiliki SKPD/SKRD yaitu :

Data Entri > SKPD - Bendahara = Penerimaan - STS > Dengan Penetapan

Proses pengentrian melalui fitur di SIMDA Keuangan untuk penerimaan pendapatan
yang memiliki SKPD/SKRD yaitu :

Data Entri = SKPD - Bendahara -> Penerimaan - STS = Tanpa Penetapan

No Bukti dengan penulisan 001/5TS/jenis pendapatan/nama satker/ bulan/2017

contoh 001/STS/Pelkes/Dinkes/02/2017
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d) Tanggal STS yang dientrikan pada SIMDA Keuangan sesuai dengan tanggal saat
penyetoran ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD)/ tanggal validasi dari Bank Nagari
selaku RKUD Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat

e) Proses entrian data STS pada point ¢ yang dilakukan oleh Bendahara Penerimaan

Dinas/Badan/Kantor harus diperiksa ulang/ dievaluasi oleh PPK Dinas/Badan/Kantor

(3) Proses Rekonsiliasi yang dilaksanakan oleh PPK-SKPD dan Bendahara Penerimaan dengan Petugas

rekonsiliasi di PPKD menyampaikan dokumen sebagai berikut :

a.

Rekonsiliasi atas Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)/ Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD)

yaitu :

1) Kepala Dinas/Badan/Kantor menyampaikan rekapitulasi SKPD/SKRD yang telah
ditetapkan/diterbitkan pada bulan yang bersangkutan dengan melampirkan salinan
SKPD/SKRD yang disusun berdasarkan atas nomor urut SKPD/SKRD perjenis rician objek
pendapatan dengan format surat sebagaimana terlampir pada Lampiran 6

2) Jika dalam pelaksanaan rekonsiliasi ternyata ditemukan adanya ketetapan pajak/ retribusi
daerah bulan sebelumnya baru dicatat dan diterbitkan pada bulan-bulan berikutnya maka
Pengguna Anggaran (PA) selaku penanggungjawab pengelolaan pendapatan
Dinas/Badan/Kantor membuat surat permohonan sebagaimana tercantum dalam lampiran
7 peraturan Bupati ini

3) Sedangkan untuk pembetulan atas nilai ketetapan pajak/ retribusi daerah atas nilai
ketetapan yang sebelumnya telah diakui dan dicatat sebagai pendapatan pada
Dinas/Badan/Kantor maka Pengguna Anggaran mengajukan surat pemberitahuan adanya
pembetulan nilai ketetapan kepada Kepala BPKD dengan format sebagaimana terlampir
pada Lampiran 8 peraturan bupati ini

4) Rekonsiliasi atas Register Ketetapan yang ada di aplikasi SIMDA Keuangan pada fitur
(Laporan - SKPD - Bendahara - Penerimaan > Register Ketetapan) dengan Lampiran 6

Rekonsiliasi atas bukti penerimaan dan Surat Tanda Setoran (STS)

1) Terhadap bukti penerimaan dan surat tanda setoran Kepala Dinas/Badan/ Kantor
menyampaikan surat rekapitulasi Bukti Penerimaan dan STS dengan format surat
sebagaimana terlampir pada Lampiran 6 surat edaran ini

2) Rekonsiliasi Register tanda bukti peneriman dan Register STS di aplikasi SIMDA Keuangan
pada fitur (Laporan > SKPD > Bendahara > Penerimaan > Register Tanda Bukti
Penerimaan dan Register STS) dengan Lampiran 6

3) Rekonsiliasi atas Buku Kas Umum (BKU), Buku Pembantu Per Rincian Objek Penerimaan dan

Buku Pengesahan SPJ Fungsional Pendapatan
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(4) Dokumen Rekonsiliasi yang disampaikan oleh PPK Dinas/Badan/Kantor dengan Bidang Akuntansi

BPKD Kabupaten Pasaman Barat yaitu :

a. Sebelum melaksanakan rekonsiliasi, Pejabat Penatausaha Keuangan (PPK)-SKPD melaksanakan
posting data entri atas keseluruhan entrian penerimaan/ pendapatan Dinas/ Badan/Kantor namun
sebelum dilakukan posting data PPK harus memastikan terlebih dahulu bahwa pendapatan yang
telah dientrikan oleh Bendahara Penerimaan dan tercatat pada BKU telah valid dan benar sesuai
dengan bukti/ dokumen pendukung

b. Mengevaluasi atas Buku Besar Pembantu Pernomor Bukti PerRincian Objek Penerimaan pada
Akun Pendapatan-LRA (Kode Rekening Akun 4) dengan BKU

c. Mengevaluasi atas Buku Besar Pembantu Pernomor Bukti PerRincian Objek Penerimaan pada
Akun Pendapatan-LO (Kode Rekening Akun 8) dengan BKU

d. Melakukan Pengujian atas selisih Akun Pendapatan-LRA dan Pendapatan-LO (Kode Rekening
Akun 4 dan 8 atau realisasi Pendapatan LRA dan Pendapatan — LO) dengan format pada
Lampiran 9 sebagaimana terlampir pada surat edaran ini

e. Melakukan Perhitungan atas selisih SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah) /SKRD (Surat
Ketetapan Retribusi Daerah), bukti penerimaan dengan STS yang menimbulkan kas di bendahara
penerimaan dan nilai Piutang pada Neraca SKPD dengan format pada Lampiran 6 sebagaimana

terlampir pada surat edaran ini

DOKUMEN DAN PROSES REKONSILIASI BULANAN TRANSAKSI KEUANGAN BELANJA
DAN BEBAN ANTARA ENTITAS AKUNTANSI SKPD DENGAN PPKD/BUD
PASAL5

(1) Dokumen rekonsiliasi Bulanan Belanja dan Beban yang dilaksanakan setiap awal bulan berikutnya
yaitu sebagai berikut :
Pengesahan Fungsional SKPD untuk masa bulanan,

Buku Kas Umum (BKU) untuk masa bulanan,

Buku Kas Tunai untuk masa bulanan,

T w

(o]

Buku Pembantu Simpanan Bank untuk masa bulanan,

o

. Rekening Koran untuk masa bulanan,
£ Buku Bantu Pajak dan rekapitulasi penerimaan dan setoran pajak Bulan yang bersangkutan

(2) Proses dan Mekanisme Entrian transaksi belanja dan beban pada Dinas/Badan/Kantor sebagai

berikut:
a. Entrian Saldo Awal belanja dan beban
Pada awal Tahun, sebelum dilakukan transaksi belanja SKPD/SKPKD, PPK SKPD harus memastikan

bahwa saldo awal belanja pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan beban pada Laporan
Operasional (LO) telah dientrikan dan sesuai dengan saldo audited Laporan Keuangan Tahun

sebelumnya (laporan keuangan setelah hasil pemeriksaan BPK-RI).
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Proses pengentrian saldo awal pada aplikasi SIMDA Keuangan Tahun berjalan dengan
menggunakan fitur Data Entri > SKPD - Pembukuan-> Saldo Awal yang dientrikan dengan
menggunakan login Tahun Angaran sebelumnya dengan mekanisme sebagai berikut :

1) Entrian Saldo Awal belanja tahun anggaran berjalan nilainya diambil dari LRA Per
Periode tahun sebelumnya/ Daftar Saldo Buku Besar yang diambil dari Menu Laporan
dengan kode akun yang diambil adalah kode akun belanja dengan level rekening adalah
rincian objek

2) Entrian Saldo Awal beban tahun anggaran berjalan yang nilainya diambil dari LO tahun
sebelumnya / Daftar Saldo Buku Besar yang diambil dari Menu Laporan dengan kode
akun yang diambil adalah kode akun beban dengan level rekening adalah rincian objek

b. Berdasarkan atas dokumen rekonsiliasi maka PPK-SKPD melakukan pengujian dan
menyampaikan hasil pengujian tersebut ke PPKD yaitu sebagai berikut :

1) Pengujian atas buku kas tunai bendahara pengeluaran, dimana tidak ada kas per hari
yang melebihi Rp10.000.000,00

2) Pengujian atas buku bantu bank dimana setiap tanggal tarik tunai buku bank harus
sama dengan rekening koran

3) Total SP2D UP+GU+TU+LS = Total Penerimaan SP2D pada Laporan Fungsional
(lampiran 10)

4) Total SP2D GU+GU Nihil+TU Nihil+LS = Total Pengeluaran SP] pada Laporan
Fungsional (lampiran 10)

5) Total Penerimaan dan Pengeluaran BKU = Total Penerimaan dan Pengeluaran Laporan
Fungsional (lampiran 10)

6) Total Penerimaan dan Penyetoran Pajak Laporan Fungsional = Total Penerimaan dan

Pengeluaran Pajak pada Buku Pajak

7) Total Penerimaan Lain-lain pada Laporan Fungsional = Sisa UP Tahun lalu yang belum
disetor + Sisa UP Tahun berjalan + Jumlah Hutang PFK Tahun lalu

8) Total Pengeluaran Lain-lain pada Laporan Fungsional = Penyetoran Sisa UP tahun lalu
yang disetor tahun berjalan + setoran Sisa UP tahun lalu dan setoran Hutang PFK Tahun
lalu yang disetor tahun berjalan beserta dokumen pendukung

9) Total Penerimaan BKU = Total SP2D + Total Penerimaan Pajak +Saldo Tahun lalu

10) Total Pengeluaran BKU = SP] + Penyetoran Pajak + Setoran UP lalu yang disetor pada
tahun berjalan + UP tahun berjalan dan PFK tahun berjalan

11) Sisa Kas di BKU = Saldo Kas Laporan Fungsional = Rekening Koran/Kas Tunai = Kas di
Bendahara Pengeluaran per 31 Desember tahun berjalan pada Neraca.

12) Rekapitulasi Pajak sesuai dengan format Lampiran 11 sebagaimana terlampir pada
Peraturan Bupati ini _

13) Laporan Realisasi Anggaran = Total Belanja/SP] pada Laporan Fungsional

14) Pengujian atas laporan pengesahan fungsional dengan LRA Akrual (lampiran 12)

15) Pengujian atas Laporan Pengesahan Fungsional dengan LO dan Pengujian LRA dengan

LO (lampiran 13)
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DOKUMEN DAN PROSES REKONSILIASI PENCAIRAN DANA GU TRANSAKSI BELANJA
ANTARA ENTITAS AKUNTANSI SKPD DENGAN PPKD/BUD
PASAL 6

(1) Dokumen rekonsiliasi Belanja untuk pencairan dana GU yaitu sebagai berikut :
Pengesahan Fungsional SKPD untuk SPJ GU yang akan diterbitkan SP2Dnya,
Buku Kas Umum (BKU)/ Rincian SPJ per GU yang akan diterbitkan SP2Dnya,
Buku Kas Tunai per GU yang akan diterbitkan SP2Dnya,

Buku Pembantu Simpanan Bank per GU yang akan diterbitkan SP2Dnya,

e. Rekening Koran per GU yang akan diterbitkan SP2Dnya,
f. Buku Bantu Pajak dan rekapitulasi penerimaan dan setoran pajak Bulan yang bersangkutan

(2) Sebelum dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini maka PPK-SKPD terlebih

B o T

dahulu harus melakukan pengujian terhadap :

a. Buku Kas Tunai GU/TU untuk SPJ] yang akan diterbitkan SP2Dnya, dimana yang perlu
diverifikasi oleh PPK-SKPD adalah tidak terjadinya kas di bendahara pengeluaran perhari
yang melebihi Rp10.000.000,00 dan tidak ada transaksi harian yang bernilai negatif (minus)

b. Buku Pembantu Bank dan Rekening Koran, data entri tanggal tarik tunai pada buku
pembantu bank harus sama dengan tanggal tarik tunai pada rekening koran.

c. Buku Bantu Pajak dan Tanda Nomor Penerimaan Negara (NTPN), dimana tanggal data entri
penerimaan pajak sama dengan tanggal SPJ sedangkan tanggal data entri setoran pajak sama
dengan tanggal yang tertera pada NTPN.

d. SPJ GU/TU yang memiliki entrian panjar kegiatan untuk melampirkan nota pencairan dana
(NPD)

e. Terhadap GU/TU/LS yang merupakan realiasi belanja barang dan jasa/ belanja modal yang
melakukan perikatan kontraktual/ perjanjian dengan pihak ke III/ Rekanan untuk
melampirkan dokumen berupa Berita Acara Serah Terima/ PHO dengan pihak ketiga,

1) Terhadap belanja LS belanja pegawai tanggal tagihan yang dientrikan adalah tanggal
1 (satu) pada bulan dimana belanja pegawai tersebut dibayarkan. Sedangkan untuk
tanggal tagihan rapel gaji disamakan dengan tanggal SPP.

2) Dan terhadap permintaan atas SPP LS yang selama ini diajukan ke rekening bendahara
pengeluaran harus dimasukkan langsung ke rekening penerima/ pegawai dengan arti
Kkata tidak ada lagi nilai transaksi dari SPP/SPM/SP2D LS yang muncul pada rekening

koran bendahara pengeluaran.
3) Terhadap belanja barang jasa/ belanja modal yang melalui proses GU tanggal Berita

Acara Serah Terima (BAST), tanggal Berita Acara Pembayaran (BAP) dan tanggal
kwitansi dengan tanggal tarik tunai bank memiliki satu tanggal transaksi yang sama
maka tanggal yang tercatat di BKU adalah tanggal berita acara serah terima.

4) Terhadap belanja barang jasa/ belanja modal yang melalui proses LS maka tahapan
dalam pengentrian tanggal tagihan pada pembuatan SPP sebagai berikut :
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a) Mengentrikan isi data kontrak, dimana data kontrak dientrikan satu kali, sewaktu
pengajuan Uang Muka dengan dokumen berupa Ringkasan kontrak

b) Untuk belanja barang jasa/ belanja modal yang proses pembayarannya tidak
melalui mekanisme termin maka data entri tanggal tagihan harus sama dengan
tanggal Berita Acara Serah Terima (BAST)/PHO tidak atas dasar tanggal Berita
Acara Pembayaran.

¢) Sedangkan untuk belanja barang jasa/ belanja modal yang proses pembayarannya

menggunakan mekanisme uang muka dan termin maka data entri tanggal tagihan

yang dilaksanakan yaitu :
i. Untuk tanggal tagihan pada proses pembayaran uang m
berdasarkan atas tanggal berita acara pembayaran (BAP)
ii. Sedangkan untuk proses pembayaran 100% data entri tanggal tagihan adalah
berdasarkan atas PHO/ Berita Acara Serah Terima namun yang perlu

uka dan termin dientri

diperhatikan dalam proses entri tanggal tagihan adalah untuk pembayaran 95%

yang dipilih adalah belanja modal termin dan untuk pembayaran 5% nya

diambil adalah belanja modal termin terakhir.

jii. Dan jika ditemukan adanya OPD yang salah dalam melakukan pengentrian
tanggal tagihan maka untuk memperbaikinya terlebih dahulu kepala OPD
mengajukan permohonan perbaikan data entri kepada PPKD sebagaimana

terlampir pada lampiran 14 peraturan bupati ini.

5) Terhadap realisasi belanja barang dan jasa/ belanja modal yang belum tercatat tanggal

tagihannya, sedangkan secara ril berita acara serah terima atas pekerjaan telah
dilaksanakan, sehingga terjadi pencatatan yang bersifat mundur tanggal pengakuannya
maka Kepala OPD harus mengajukan surat pernyataan untuk bisa diakui dan dicatat
dan aset dengan format sesuai dengan lampiran 15

serta pengakuan untuk tidak akan

sebagai belanja beban
sebagaimana terlampir pada peraturan bupati ini,
diulang lagi dikemudian harinya, contohnya belanja jasa konsultan dengan Berita Acara
Serah Terima (BAST) bulan Februari (dengan kata lain pekerjaannya telah diselesaikan
di bulan Februari) namun SPM-nya diajukan Bulan Oktober seiring dengan telah
dilaksanakannya PHO atas pekerjaan fisiknya, sehingga bendahara pengeluaran baru

mengentrikan tanggal BAST atas jasa konsultan tersebut dibulan Oktober yang

seharusnya tanggal tagihan tersebut telah dientrikan di bulan Februari, sehingga hal ini
aset tetap/ beban bulan februari yang sudah dilaksanakan

merobah nilai

rekonsiliasinya
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DOKUMEN DAN PROSES REKONSILIASI TRANSAKSI PERSEDIAAN
ANTARA ENTITAS AKUNTANSI SKPD DENGAN PPKD/BUD
PASAL7

(1) Dokumen rekonsiliasi transaksi persediaan meliputi yaitu :
a. Daftar Usulan Pengadaan Barang

. Berita Acara Pemeriksaan

o

Berita Acara Penerimaan Barang

a o

. Surat Permintaan

. Faktur dan Kwitansi

o

Surat Perintah Pengeluaran/ Penyaluran Barang

Faal

. Bukti pengambilan barang dari gudang

o

. Buku Pengeluaran Barang dari gudang
i. Buku Barang Habis Pakai

j. Kartu Persediaan Barang

k. Daftar hasil perhitungan fisik atas persediaan (Stock Opname)

(2) Barang persediaan yang dientrikan ke aplikasi persediaan adalah persediaan yang dimanfaatkan oleh

SKPD dengan melakukan penyimpanan barang/ stock barang, sedangkan barang yang langsung

digunakan adalah dikategorikan sebagai barang habis pakai.

g bersifat habis pakai yang tidak dientrikan ke aplikasi persediaan adalah :

(3) Barang persediaan yan

~—

a. Alat Tulis Peserta

b. Spanduk

¢. Bahan Makanan Pokok yang tidak ditujukan untuk berjaga/jaga
d. Suku Cadang yang langsung digunakan

e. Bahan Bakar Minyak/ Gas
f. Bahan percontohan/ dekorasi yang digunakan untuk satu kali pameran

(4) Proses rekonsiliasi persediaan dilakukan dengan tahapan :

-~

a. Pengecekan entrian data transakasi masuk persediaan dengan realisasi belanja, beban, faktur dan

kwitansi, daftar usulan barang, berita acara pemeriksaan barang dan berita acara penerimaan
barang

b. Pengecekan entrian data transaksi keluar dengan bukti pengambilan barang dari gudang dan Buku

Pengeluaran Barang dari gudang

c. Penjelasan selisih atas Beban persediaan dan nilai persediaan yang dientrikan ke aplikasi persediaan

(5) Perhitungan Stock Opname Barang Persediaan dilakukan secara semesteran dengan melakukan

pencocokan dengan kartu barang dan kartu persediaan barang.
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PEDOMAN DAN REKONSILIASI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SKPD
DAN PEMBAHASAN LAPORAN KEUANGAN SKPD
ANTARA ENTITAS AKUNTANSI SKPD DENGAN PPKD/BUD
PASAL 8

(1) Penyusunan Laporan Keuangan SKPD dilaksanakan oleh PPK-SKPD
(2) Dokumen yang digunakan dan disampaikan ke Petugas Rekonsiliator di PPKD adalah :
Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

T o

Laporan Operasional (LO)
c. Neraca
d. Laporan Perubahan Ekuitas
e. Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK)
f. Penjelasan Pos-Pos Neraca
(3) Proses penyusunan laporan keuangan SKPD bisa dilaksanakan jika seluruh rekonsiliasi sebagaimana
dimaksud pada pasal (4),(5), (6) dan (7) telah dilaksanakan dengan memperoleh hasil :
a. Pada Rekonsiliasi Transaksi Pendapatan diperoleh nilai yang valid atas :
1) Nilai Pendapatan-LRA per rincian objek sesuai dengan STS
2) Nilai Pendapatan-LO perRincian objek sesuai dengan Surat ketetapan pajak/ retribusi daerah
3) Nilai Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember Tahun Anggaran
4) Nilai Piutang Pajak, Piutang Retribusi, Piutang Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang
Dipisahkan, Piutang Lain-Lain PAD Yang SAH. Piutang Transfer dan Piutang Lain-Lain
Pendapatan Yang Sah
5) Nilai Pendapatan diterima dimuka
6) Nilai Penyisihan Piutang pendapatan
b. Pada Rekonsiliasi Transaksi Belanja dan Beban diperoleh nilai yang valid atas :
1) Kas di bendahara Pengeluaran atas selisih perhitungan nilai SP2D UP dengan SP2D GU Nihil

dan perhitungan nilai pajak
2) Nilai atas Belanja perincian objek sesuai dengan SP2D dan dikurangi dengan pengembalian

belanja
3) Nilai atas beban per rincian objek yang diperoleh selama tahun anggaran
4) Nilai utang beban yang dimiliki per posisi 31 Desember tahun anggaran berjalan
5) Nilai beban yang dibayar dimuka untuk posisi per 31 Desember tahun anggaran berjalan

6) Nilai utang belanja atas pengadaan aset tetap per posisi 31 Desember tahun anggaran

berjalan
7) Nilai utang Fihak Ketiga (Utang Pajak Pusat)

c. Pada Rekonsiliasi Transaksi Persediaan diperoleh nilai Persediaan yang valid per 31 Desember tahun

anggaran berjalan
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(4) Jika proses rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini telah selesai dilaksanakan, maka
PPK-SKPD juga melaksanakan pengujian atas nilai :
a. Investasi berdasarkan atas Surat Kepala SKPD yang menjelaskan tentang nilai Investasi yang
dimiliki oleh SKPD dan PPK SKPD wajib melakukan pengujian sebagai berikut :

1) Memvalidasi nilai investasi berdasarkan atas data laporan perkembangan investasi dan
melakukan pencocokan antara laporan data tunggakan pokok, bunga, denda dengan
Rekening Korannya, dan kemudian melakukan aging Schedule

2) Mengumpulkan dokumen pendukung atas perjanjian/ perikatan pembentukkan nilai
investasi dan penyalurannya

3) Menghimpun RUPS atas hasil investasi dan menghimpun lembar saham yang dimiliki

b. aset tetap yang tercantum di neraca SKPD dengan hasil rekonsiliasi aset SKPD dengan Bidang Aset
dengan tahapan sebagai berikut :

1) Cocokkan saldo Awal Aset di neraca keuangan dan neraca Aset sesuai dengan hasil audited
LKPD tahun lalu

2) lika hasil rekonsiliasi aset tetap SKPD dengan bidang aset belum diperoleh maka Kepala
SKPD harus mengajukan permohonan rekonsiliasi tetap dilanjutkan tanpa adanya berita
acara rekonsiliasi aset sesuai dengan Lampiran 16 sebagaimana terlampir pada Peraturan
Bupati ini.

3) Pastikan apakah Mutasi Aset Tetap tahun berjalan = Realisasi Belanja Modal tahun berjalan,
jika tidak sama lakukan jurnal koreksi berdasarkan atas dokumen/ bukti pendukung (berita
acara serah terima dan Surat Keputusan Kepala Daerah tentang penetapan penggunaan aset
Daerah)

4) Pastikan apakah ada penambahan Aset Tetap dari anggaran belanja barang dan jasa, hibah

-~

dan donasi maupun Aset Tetap yang diserahkan kepada pihak lain berikut dengan
dokumen/ bukti pendukungnya (berita acara serah terima dan Surat Keputusan Kepala
Daerah tentang penetapan penggunaan aset Daerah)
5) Penyusunan Kertas Kerja Aset yaitu atas penjelasan masing-masing akun aset tetap dan
aset lainnya sesuai dengan Lampiran 17 sebagaimana terlampir pada Peraturan Bupati ini.
6) Penyusunan Daftar Hibah Aset sesuai dengan lampiran 18
7) Penyusunan Daftar Mutasi Aset sesuai dengan lampiran 19
8) Penyusunan Daftar Aset Lainnya sesuai dengan lampiran 20 berikut dengan penjelasannya
c. Pengujian atas belanja barang yang diserahkan ke masyarakat telah diakui sebagai beban hibah
dan terhadap yang belum diserahkan diakui sebagai persediaan sesuai dengan Lampiran 21
d. Pengujian nilai Surplus/ Defisit -LO pada Laporan Operasional harus sama dengan nilai
surplus/ defisit - LO pada Laporan Perubahan Ekuitas
e. Nilai Akhir Ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas sama dengan nilai ekuitas di neraca
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(5) Proses Jurnal, Koreksi, Mutasi, Reklasifikasi dan transaksi lainnya yang dilaksanakan oleh PPK-

SKPD dalam penyusunan laporan keuangan selama tahun anggaran berjalan

a.

Jurnal Awal Tahun

Jurnal untuk persediaan dan beban persediaan di awal tahun anggaran dengan metode

periodik jurnalnya adalah sebagai berikut :

Db | Beban Persediaan Xxxx

CR Persediaan Xxxx

(Mencatat Beban Persediaan pada awal tahun anggaran)

Jurnal Koreksi

Jurnal koreksi digunakan untuk memperbaiki terjadinya kesalahan dalam proses

pengentrian data berupa :

1)

2)

3)

Kesalahan data entri kode rekening belanja contoh terentrikan pada pengajuan SP2D
rekening belanja perjalanan dinas dalam daerah dengan KR 5.2.2.15.01 yang seharusnya
dientrikan pada rekening belanja perjalanan dinas luar daerah dengan KR 5.2.2.15.02
maka proses penyelesaian koreksi ini dengan tahap yaitu :

a) Kepala SKPD mengajukan Surat Permohonan Koreksi Belanja kepada PPKD
sebagaimana Format Telampir pada lampiran 1 dengan melampirkan dokumen
berupa SPJ, SPM, SP2D terjadinya kesalahan pengentrian kode rekening tersebut

b) Berdasarkan atas persetujuan dari PPKD baru dilakukan proses pengentrian
dengan menu Data Entri -» SKPD - Pembukuan - Penyesuaian Belanja > Pilih
Nama SKPD > Koreksi

Kesalahan data entri yang disebabkan karena adanya kelebihan pembayaran belanja
yang kemudian kelebihan tersebut dikembalikan dengan melakukan penyetoran ke
rekening kas umum daerah (RKUD) pada tahun anggaran yang berkenan, maka hal ini
disebut sebagai pengembalian belanja maka dilakukan Kkoreksi belanja dengan
menggunakan menu pada SIMDA yaitu Data Entri = SKPD - Pembukuan->
Penyesuaian Belanja - Pilih Nama OPD - Pengurangan, dengan dokumen
pendukung yang digunakan adalah bukti tanda setoran pengembalian ke RKUD beserta
SP2D belanja yang dikembalikan.

Untuk realisasi belanja yang pengeluaran/ belanjanya tidak melalui RKUD maka untuk
pengakuan realisasi belanja yang dicatat sebagai pengurang anggaran belanja pada
APBD dientrikan melalui fitur Data Entri - SKPD - Pembukuan-> Penyesuaian
Belanja - Pilih Nama OPD > Penambahan dengan dokumen yang digunakan yaitu
pengesahan pendapatan dan belanja dari BUD seperti SP2B pada realisasi belanja FKTP

di Dinas Kesehatan

c. Jurnal Umum Lainnya
Jurnal ini digunakan untuk mencatat atas terjadinya transaksi yang mempengaruhi akun ril

pada laporan keuangan yaitu berupa :
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1) Mutasi aset antar SKPD, yaitu perpindahan aset antar SKPD dengan dokumen yang
disampaikan adalah berupa persetujuan kepala daerah, berita acara serah terima antar
OPD terhadap serah terima aset yang dimutasikan dan Surat Keputusan Kepala Daerah
tentang pengguna aset tersebut

Pencatatan bagi OPD yang menyerahkan aset

Db | Koreksi Ekuitas Lainnya XXX
CR Aset ksl XXX

(sesuai atas jenis aset yang diserahterimakan)

Pencatatan bagi OPD yang menerima aset
100+ T - VT R — XXX
CR Koreksi Ekuitas Lainnya XXX

(sesuai atas jenis aset yang diserahterimakan)

2) Reklasifikasi Aset, yang dimaksud sebagai reklasifikasi adalah perpindahan pengakuan
dan pencatatan aset dari satu akun ke akun yang lain
a) Reklasifikasi karena salah pencatatan dan pengakuan aset tetap / kesalahan
penganggaran misalnya aset tetap JIJ berupa belanja modal pengadaan landscape
yang seharusnya tercatat di aset tetap gedung dan bangunan maka harus dilakukan
reklasifikasi dengan melakukan jurnal berupa :
Db | Aset Tetap Gedung & Bangunan XXX
CR Aset Tetap JIJ XX I

(sesuai atas jenis aset yang diserahterimakan)

b) Selain hal tersebut diatas, transaksi/ kejadian yang sering terjadi di OPD adalah
berupa reklasifikasi aset tetap ke Aset Lainnya yang disebabkan karena rusak
berat dengan dokumen pendukung berupa permohonan persetujuan atas

pengakuan Aset Tetap ke Aset Lainnya karena rusak berat maka dilakukan jurnal :

Db | Aset Tetap cummmmmsssen: XX
CR Aset Lain-lain Aset Lainnya XXX

(sesuai atas jenis aset yang diserahterimakan)

¢) Reklasifikasi aset terkait dengan belanja modal termin maka dilakukan pencatatan

sebagai berikut:
Db | Konstruksi Dalam Pengerjaan ........... XXX
CR Aset Tetap ..................... XXX

(sesuai atas jenis aset yang direklas dan jenis KDP yang diakui)

3) Penghapusan Aset lainnya, dengan dokumen SK Penghapusan dan Berita Acara
Pemusnahan maka dilakukan pencatatan sebagai berikut :

Db | Koreksi Ekuitas Lainnya XXX

CR Aset Lain-lain Aset Lainnya XXX

(sesuai atas jenis aset yang diserahterimakan)
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1)

6)

7)

8)

Kaplitalisasi Aset, yang dikatakan sebagal kapitallsas) dalam proses Inl adalah proses
pengakuan sebagal penambahan nilal aset tetap darl reallsast bolanja pegawal berupa
helanja honorarium tim PHO, Pejabit pengadaan dil sedanglan darl bolanja barang dan
Jasa berupa belanja Jasa konsultan dil atau transaks! lalnnya dengan pencatatan dan
pengakuannya yaltu :

Db | Aset Tetap..mmmmmmnn ‘ XXX

CR Beban Jasa Konsultan AXK

(sesual atas Jenls aset yang dikapitalisast dan nilal beban yang dikurangl

sesual dengan realisasi terjadinya penambahan beban yang bersangkutan)

Belanja  Modal yang tidak dikapltalisasl sebagal aset, dimana hal Inl terjadl karona
adanya aset yang tidak memenuhl syarat untuk dlakul sebagal aset tetap namun
dianggarkan pada belanfa modal maka dilakukan pencatatan dan pengakuan sebagal

berikut
Beban Peralatan darl belanja modal

e yang tidak dikapltalisasi XXX

CR Aset 'l'etap.......; ................. XXX

| (sesual atas Jenis aset yang Udak dikapitalisasi dan nilal beban yang
ditambah nllainya)

Penerimaan Hibah Aset, yaltu adanya penambahan aset yang diterima darl luar
Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat dengan dokumen pendukungnya yaltu berupa
Naskah perjanjlan Hibah dan Berita Acara Serah Terima Hibah, maka OPD melakukan
pencatatan sebagal berikut

Db | Aset Tetap ..o XXX
CR Pendapatan Hibah - LO XXX
(sesual atas Jenls aset dan nilal hibah yang diterima)

Pemberian Hibah Aset yaltu adanya pengurangan nilal aset yang disebakan karena
adanya pemindahtanganan aset tetap darl Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat (darl
OPD) ke masyarakat/ Pemerintah Daerah lainnya dengan dokumen pendukungnya
yaitu berupa Naskah perjanjlan Hibah dan Berlta Acara Serah Terima Hibah, maka OPD
melakukan pencatatan sebagal berikut :

Db | Beban Hibah XXX

CR Aset Tetap..msmne XXX
(sesual atas Jenls aset dan nilal hibah yang diberikan)

Penambahan/ Pengurangan atas nilal aset tetap yang telah dicatat dan diakui sebagai

aset tetap pada periode sebelum Tahun Pelaporan:
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a) Penambahan nilal Aset tetap sebagai koreksi atas nilai Aset Tetap yang seharusnya
telah dicatat dan diakul pada perfode sebelumnya

Db [ Aset Tetap w.mmmmmnn wx

CR Koreksl Ekuitas Lainnya l Y0k

- — SIS —— e ———————— l
(sesual dengan jenis Aset Tetap yang ditambah nilainya)

b) Pengurangan nilaf Aset tetap sebagai koreksi atas nilai Aset Tetap yang seharusnya

telah dikurangi pada periode sebelumnya
Db | Koreksi Ekuitas Lainnya XXX
CR|

 Aset ’fe?tip XK

A

i
]
o
|
}
|
|
|

== (sesual dé.ngan jenis aset tetap yang dikurangi nilainya)

9) Persediaan yang membeli dan menggunakan berbeda SKPD (contoh persediaan karcis)
a) OPD yang memberi persediaan
Db | Koreksi Ekuitas Lainnya XX %

CR Beban Persediaan ... XXX i

(sesuai atas jenis Beban Persediaan yang diberikan)

b) OPD yang menerima persediaan
Db | Beban Persediaan .............. %000 | |
CR Koreksi Ekuitas Lainnya XX

(sesuai atas jenis Beban Persediaan yang diberikan)

d. Jurnal Penyesuaian digunakan untuk melakukan penyesuaian data diakhir tahun dan
transaksinya dicatat pada tanggal 31 Desember tahun berjalan diantaranya yaitu :

1) Penyesuaian Saldo Akhir Persediaan dan Beban Persediaan, dengan dokumen
pendukung sebagai dasar pencatatan adalah berita acara stock opname dan buku
persediaan OPD dengan melakukan jurnal yaitu :

Db | Persediaan 300K
CR Beban Persediaan ... = 300X

(sesuai atas jenis Persediaan yang diakui dan pengurangan atas beban

persedian)

2) Penyesuaian Saldo Akhir Piutang dan Beban Penyisihan Piutang, dengan dokumen
adalah berupa daftar perhitungan Ketetapan pajak/ retribusi dan realisasi pembayaran
dan surat Kepala OPD atas pengakuan nilai piutang di akhir tahun dan melakukan
pencatatan sebagal berikut :

Db | Piutang Pajak/ Retribusi........ 000
CR Beban Penyisihan Piutang 30X

penyisihan piutang)
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3)

4)

5)

Penyesuaian Beban dibayar dimuka dan Beban yang bersangkutan, dimana hal ini
dilakukan terhadap adanya beban yang terjadi melewati atas tahun pelaporan seperti
beban sewa gedung kantor dengan masa perjanjian dari tanggal 01 Juli 2017 sampai
dengan 01 Juli 2018 maka atas beban yang muncul dari 01 Januari sampai dengan 01
Juli 2018 diakui sebagai beban dibayar dimuka dan mengurangi nilai beban sewa

gedung dan bangunan dengan jurnal

Db | Beban Dibayar Dimuka XXX
CR Beban Sewa................ XXX
(sesuai atas jenis sewa yang terealisasi) N

Penyesuaian Pengakuan Utang Beban dan Penambahan Beban yang belum diakui
sebagai beban tahun berjalan, seperti utang beban listrik, air, telfon, internet dan beban
pegawai yang belum dilakukan pembayaran dan belum diakui di Tahun berjalan maka
dilakukan pencatatan dan penjurnalan sebagai berikut :

Db | Beban .....cuummmenrrssusssrns XXX
CR Utang Beban XXX

(sesuai atas jenis beban yang telah dinikmati jasanya di tahun berjalan

tetepi belum dilakukan pelunasan)

Penyesuaian Pengakuan Utang Jangka Pendek Lainnya dan Aset, dimana penyesuaian
ini terjadi terhadap transaksi pengakuan utang belanja modal yang belum bisa
dilakukan pembayarannya di tahun berjalan dengan dokumen pendukung berupa
PHO/ Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan, Surat Keputusan Kepala Daerah atas
penetapan/ pengakuan utang belanja dan Surat Pengakuan dari Kepala OPD atas nilai
Utang Belanja maka dilakukan penjurnalan dan pencatatan sebagai berikut :

Db | Aset Tetap ...ccummrrrneees XX

CR Utang Jangka Pendek Lainnya XX

(sesuai atas jenis Aset tetap yang diakui)
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SOP REKONSILIASI TRANSAKS| KEUANGAN PENDAPATAN, BELANJA
DAN BEBAN, PERSEDIAAN, PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SKPD
DAN PEMBAHASAN LAPORAN KEUANGAN SKPD
ANTARA ENTITAS AKUNTANSI SKPD DENGAN PPKD/BUD
PASAL9

(1) Standar Operasional Prosedur (SOP) yang dimaksud dalam pasal ini merupakan acuan mengenai
ruang lingkup, tanggung jawab dan wewenang pejabat yang terlibat dalam pengelolaan keuangan
SKPD dengan PPKD Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat untuk meningkatkan kualitas Pelayanan
secara lebih mudah, akurat , efektif dan efisien dan akuntabel

(2) Setiap penyelenggara pelayanan sesuai dengan masing-masing tugas dan fungsinya harus memiliki
standar pelayanan yang berkaitan dengan prosedur dan waktu sebagai ukuran baku untuk
penyelenggaraan pelayanan dan wajib ditaati oleh pemberi dan penerima pelayanan

(3) Untuk melaksanakan pelayanan PPKD didukung front office dan back office,

a. layanan front office adalah layanan yang diberikan atas pemeriksaan awal kelengkapan
dokumen rekonsiliasi dan penyusunan laporan keuangan sebelum dilakukannya rekonsiliasi
dengan petugas rekonsiliasi di PPKD

b. Layanan back office meliputi layanan via-media dan layanan rekonsiliasi dengan petugas
rekonsiliasi

(4) Dalam memberikan Pelayanan PPKD memberikan waktu pelayanan yaitu :

a. Senin - Kamis : 09.00—15.00 WIB
Istirahat : 12.00 — 13.00 WIB

b. Jumat:09.00-15.00 WIB
Istirahat : 11.00 —13.00 WIB

(5) Mekanisme Layanan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Keuangan

a. SKPD menyerahkan bahan kelengkapan rekonsiliasi pada Front Office/ Desk Penerima yang telah
di tetapkan secara lengkap dengan hasil adalah berita acara penerimaan/pengembalian
dokumen rekonsiliasi jika dinyatakan lengkap/ tidak lengkap sesuai dengan Lampiran 22, 23, 24
dan 25 yang terlampir pada Peraturan Bupati ini, oleh petugas Front Office dengan jangka waktu
penyelesaian adalah 20 menit.

b. Petugas Front Office akan menyerahkan bahan kelengkapan rekonsiliasi ke petugas Rekonsiliator
pada PPKD dengan dokumen berita acara penyerahan dokumen rekonsiliasi dengan jangka
waktu penyelesaian adalah 10 menit

c. Petugas Rekonsiliator akan melakukan verifikasi data dan perhitungan serta pengujian dengan
hasil berupa berita acara rekonsiliasi dengan jangka waktu penyelesaian adalah

1) Rekonsiliasi Transaksi Pendapatan dan Persediaan selama 1 (satu) hari
2) Rekonsiliasi Transaksi Belanja dan Beban baik bulanan maupun untuk pencairan dana GU

waktu penyelesaiannya selama 1 (satu) hari
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3) Rekonsiliasi penyusunan laporan keuangan bulanan selama 1 (satu) hari
Sehingga untuk rekonsiliasi belanja dan beban yang dilanjutkan dengan rekonsiliasi laporan
keuangan maka waktu penyelesaiannya adalah 2 (dua) hari
4) Rekonsiliasi Penyusunan Laporan Keuangan Tahunan dan Pembahasannya dilaksanakan
dengan jangka waktu penyelesaian 3 (tiga) hari.
d. Dalam pelaksanaan rekonsiliasi, petugas rekonsiliator pada PPKD dapat menghubungi PPK-SKPD

dalam hal memperoleh keterangan dan informasi terkait dengan data transaksi rekonsiliasi.

(6) SOP rekonsiliasi transaksi keuangan pendapatan, belanja Dan beban, persediaan, penyusunan laporan

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

keuangan SKPD dan pembahasan laporan keuangan SKPD antara entitas akuntansi SKPD dengan

PPKD/BUD sebagaimana terlampir pada lampiran 26, 27, 28 dan 29 Peraturan Bupati ini

BAB IV
EVALUASI DAN PELAPORAN
PASAL 10

Evaluasi proses pelaksanaan rekonsiliasi dan penyusunan laporan keuangan yang dilaksanakn oleh
petugas rekonsiliasi pada PPKD bisa dievaluasi oleh Kepala SKPD dan PPKD dengan menyampaikan
bahan evaluasi secara tertulis kepada PPKD.

Evaluasi yang dilaksanakan oleh PPKD berupa evaluasi internal sebagaimana dimaksud pada Pasal 10
ayat (1) dilakukan secara berkala paling sedikit 2 ( dua ) kali dalam satu tahun atau sewaktu-waktu
dapat dilakukan jika dibutuhkan.

Evaluasi sebagaimana dimaksud ayat ( 1 ) dilakukan terhadap :

a. Kinerja pegawai/ petugas rekonsiliasi

b. Operasional Pelayanan

c. Rencana Penyelenggara Pelayanan

d. Tingkat Kepuasan pelayanan.
Laporan Hasil rekonsiliasi antara Entitas Akuntansi (SKPD) dan entitas pelaporan (PPKD) disampaikan

setiap bulannya oleh PPKD ke kepada Kepala Daerah dan Kepala SKPD.

Laporan hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pasal (10) ini berupa perkembangan

hasil rekonsiliasi setiap bulannya.
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BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11
(1) Pembinaan teknis merupakan pembinaan teknis yang dilakukan oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah.
(2) Pengawasan teknis dilakukan secara berkala dan insidential oleh PPKD sesuai dengan Kebutuhan.
(3) Mekanisme Pengawasan dilakukan sesuai dengan Peraturan perundang-undanga yang berlaku.
(4) Selain pengawasan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pengawasan fungsional oleh

Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat

(5) Pengawasan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pasal 11 dilakukan sesuai dengan

Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12
B Peraturan Bupati ini Mulai berlaku sejak di undangkan, agar setiap orang dapat mengetahuinya, dan
memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Kabupaten Pasaman Barat

Ditetapkan di : Simpang Empat
Pada Tanggal :
BUPATI PASAMAN BARAT ,

H. SYAHIRAN

(4 )

O— Diundangkan di : Simpang Empat !
Pada Tanggal :28 Agustus 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT,

e SR

H. MANUS HANDRI
Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor : 76 Tahun 2017
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Lampiran 1

Peraturan Bupati Pasaman Barat
Nomeor 76 Tahun 2017

KOP SKPD '

—~

Nomor: Simpang Empat, c.wiinennn, Tahun xxx
Lamp : Kepada:YTH:
Perihal : Surat Pelimpahan Tugas Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
di
Tempat

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini Pejabat Penatausahaan Keuangan (Nama SKPD

.......................... )

Nama ¥ sissssarsnsnsinassaissnsasiusasasinanborssaiiustiR SR

NIP o rcssnninissesssssssisssssnssns

Pangkat .

Sehubungan dengan adanya Keperluan ......cceveerisiinimmniosens memberikan tugas/
wewenang kepada :

Nama . isissethieasas b s desens sl sasmeasasasierssasIsRIOe

NIP [ cicsessmmmmmsrsssisisssissiossanssntssnsiosininsisssssioss

PangKat oot

JaDatAl : eeceeccvecienmssssiosensstsnsassnsssnssasistassssasasanes

TMT O e U ) T 3 OO

Untuk melaksanakan (......rekonsiliasi belanja bulan ............ J rekonsiliasi Gu ke-..../
rekonsiliasi pendapatan bulan............ / rekonsiliasi laporan keuangan....)

Demikian Surat Pelimpahan Tugas ini dibuat dengan sebenamya untuk dapat
dilaksanakan sebagaimana mestinya. Atas kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.

Yang Menerima Tugas Yang Melimpahkan Tugas
PPK SKPD
(isosnsinss NAMA...0oeoceenecenneazes ) [ (- DNAMA....onereerenrecese:)
NIP s st NIPciisis it s st its
Diketahui oleh,
Kepala SKPD
| (T NAMA.eecnrerenenseseiens)
NIP.....cooverierensnsisnsnsassnsesees
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Lampiran 2
Peraturan Bupati Pasaman Barat

0 ] D
A AVARA RANJDAIN

Nomor:900/ /BPKD-Akt/Tahun xxx

Pada hari ini e tanggal ... bulan......... Tahun ..., telah diselenggarakan
rekonsiliasi transaksi keuangan pendapatan antara entitas akuntansi ........ nama SKPD..... dengan
PPKD yang selanjutnya disebut entitas pelaporan keuangan daerah dengan hasil sebagai

berikut:

1. Nilai dan Jumlah Ketetapan R .

—skpD
No Jenis Pendapatan Jumlah Nilai Jumlah Nilal Selisih
ketetapan Ketetapan ki K p

Jumlah

Tidak terdapat perbedaan/ terdapat perbedaan antara data SKPD dengan data PPKD
(jelaskan seluruh unsur-unsur yang berbeda)

2. Nilai dan Jumlah Bukti Penerimaan

SKPD PPKD

No Jenis Pendapatan Jumlah Nilai Jumlah Nilal
Bukti Penerimaan | Bukti Penerimaan_| Bukti Penerimaan Bukti

Selisih

Jumlah
Tidak terdapat perbedaan/ terdapat perbedaan
(jelaskan seluruh unsur-unsur yang berbeda)

antara data SKPD dengan data PPKD

3. Nilai dan Jumlah STS
SKPD PPKD
0 P Jumlah STS Nilal STS Jumlah STS Nilai STS Selisih
Jumlah
Tidak terdapat perbedaan/ terdapat perbedaan antara data SKPD dengan data PPKD
(jelaskan seluruh unsur-unsur yang berbeda)
4. Realisasi Pendapatan- LRA
No Jenis Pendapatan SKPD PPKD Selisih
Jumlah
rbedaan antara data SKPD dengan data PPKD

Tidak terdapat perbedaan/ terdapat pe
(jelaskan seluruh unsur-unsur yang berbeda)
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N

(Q.

Realisasi Pendapatan-LO

No Jenis Pendapatan

SKPD

PPKD Selisih

Jumlah

Tidak terdapat perbedaan/ terdapat perbedaan antara data SKPD dengan data PPKD
(jelaskan seluruh unsur-unsur yang berbeda)

Nilai Kas di Bendahara Penerimaan dan Piutang Pendapatan

No URAIAN

SKPD

PPKD Selisih

Kas di bendahara penerimaan

<

Piutang Pajak......

c. Piutang Retribusi....

Jumlah

Tidak terdapat perbedaan/ terdapat perbedaan antara data SKPD dengan data PPKD
(jelaskan seluruh unsur-unsur yang berbeda)

Nilai Penyisihan Piutang Pendapatan

No Penyisihan Piutang

SKPD

PPKD Selisih

a. Piutang ......

3

Piutang......

c. Piutang......

Jumlah

Tidak terdapat perbedaan/ terdapat perbedaan antara data SKPD dengan data PPKD
(jelaskan seluruh unsur-unsur yang berbeda)

8. Langkah-langkah perbaikan/ kesalahanerbedaan ...

Demikian berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya dan untuk dipergunakan sebagaimana

mestinya.

1. PASKPD 1. PPKD

2. “PPK-SKPD _ - 2. Kabid Akuntansi —
3. Bendahara Penerimaan 3. Kasubid Akt Pendapatan

Petugas Rekonsiliasi di SKPD jika ada

pelimpahan tugas

4. Rekonsiliator pada PPKD |
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Lamplran 3
Peraturan Bupatl Pasaman Darat
Nomor 76 Tahun 2017

BBRIIAACARARBKQNSIUASEIRANSAKSLHHLAN]A.DAN.UKUAN
Nomor: 900/  /BPKD-Akt/Tahun xxx

Pada harl inl tanggal bulan Tahun o telah diselenggarakan
rekonsiliasi transaksi keuangan belanja dan beban antara entitas akuntans! .anama SKPD.....
dengan PPKD yang selanjutnya disebut entitas pelaporan keuangan daerah dengan hasll sebagal
berikut:
1. Realisasi Belanja dan Beban ——

No URAIAN SKPO KD Sellslh

___JLaporan Reallsasl Anggaran T = e T s - S T -

1. |Belanja Pegawal

2, _|Delanja Darang dan Jasa

3. [nelanja Modal Tanah ——

e o 2 S P —

I5. |nelanja Modal Gedung & Bangunan s T

o —_|detanja Modal Jalan, Irigasl & Jaringan =
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya —

~

Laporan Operasional
1. _|Beban Pegawal
2. |Beban Persedlaan
), _|Beban Jasa

s Iloban Pemellharaan
S. |Beban Perjalanan Dinas

. _|Beban Hibah
Jumlah

Tidak terdapat perbedaan/ terdapat perbedaan antara data SKPD dengan data PPKD
(jelaskan seluruh unsur-unsur yang berbeda)

2. Selisih perhitungan Pengesahan Fungsional dan LRA

No URAIAN SKPD

PPKD Sellslh

Belanja Pegawal
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Modal

Jumlah

Tidak terdapat perbedaan/ terdapat perbedaan antara data SKPD dengan data PPKD
(jelaskan seluruh unsur-unsur yang berbeda)

3. Selisih perhitungan LRA dan LO
No URAIAN SKPD PPKD selisih
5 Beban Pegawal
b. Beban Barang dan Jasa
Jumlah
Tidak terdapat perbedaan/ terdapat perbedaan antara data SKPD dengan data PPKD

(jelaskan seluruh unsur-unsur yang berbeda)

4. Langkah-langkah perbaikan/ kesalaha perbedaan .

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

Demikian berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya dan untuk dipergunakan sebagaimana

mestinya.
1. PASKPD 1. PPKD
2. PPK-SKPD 2. Kabid Akuntansi

3. Bendahara Pengeluaran

3. Kasubid Akt Belanja dan Beban

4. Petugas Rekonsiliasi di SKPD jika ada
pelimpahan tugas

4. Rekonsiliator pada PPKD

———

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

4, Selisih perhitungan Be

Lampiran 4
Peraturan Bupati Pasaman Barat

Pada }3a.ri 1)) ER——— tanggal ........ bulan............ Tahun ........... telah diselenggarakan
rekonsiliasi transaksi keuangan Persediaan antara entitas akuntansi .......... nama SKPD..... dengan
PPKD yang selanjutnya disebut entitas pelaporan keuangan daerah dengan hasil sebagai

berikut:

1. Realisasi Belanja Persediaan dan Beban Persediaan S

No URAIAN SKPD PPKD selisih

Belanja ATK
Belanja Kebersihan dan Bahan pembersih
Belanja Alat Listrik

Belanja Materal

Belanja Bahan Baku Bangunan

Belanja Bibit

dst ...

Tidak terdapat perbedaan/ terdapat perbedaan antara data SKPD dengan data PPKD
(jelaskan seluruh unsur-unsur yang berbeda)

2. Realisasi Beban Persediaan
URAIAN SKPD PPKD Selisih

No

Beban ATK
Beban Kebersihan dan Bahan pembersih
Beban Alat Listrik
Beban Materal
Beban Bahan Baku Bangunan
Beban Bibit

dst
Jumlah

Tidak terdapat perbedaan/ terdapat perbedaan antara data SKPD dengan data PPKD
(jelaskan seluruh unsur-unsur yang berbeda)

3. Realisasi Persediaan
No URAIAN

SKPD PPKD Selisih

Persedlaan ATK
Persedi Kebersihan & Bahan pembersih
Persediaan Alat Ustrik
Persediaan Materai

Persedi Bahan Baku g
Persediaan Bibit

dst

Jumlah
Tidak terdapat perbedaan/ terdapat perbedaan antara data SKPD dengan data PPKD

(jelaskan seluruh unsur-unsur yang berbeda)

I

ban Persediaan dan Nilai yang diakui sebagai Persediaan
SKPD PPKD Selisih

No URAIAN

Persedlaan ATK
persediaan Kebersihan & Bahan pembersih
persediaan Alat Ustrik
persediaan Materal

5. persediaan Bahan Baku Bangunan
6. Persediaan Bibit

dst

Jumlah

Tidak terdapat perbedaan/ terdapat perbedaan antara data SKPD dengan data PPKD
(jelaskan seluruh unsur-unsur yang berbeda)

GG

Dipindai dengan CamScanner
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5 Penjolasan atas nilal belanja/ boban porsediaan yang tdak diakul sobagal persediaan ;

A Belanja/ beban persedinan v senllal Rpaminn
l‘| l)\"“ ALLLLLLLEL Y )

6. Langkahslangkah perbalkan/ kesalaha perbodann wmmsmim

Demiklan berita acara Il dibuat dengan sesungguhnya dan untuk dipergunakan sebagalmana

mestinya,
1COPASKPD Lok
2. PPK = SKPD 2. Kabld Akuntans!

W

2. Pengurus Persediaan .
Keuangan

. Kasubld Akt Persedlaan dan Pelaporan

3. Petugas Rekonslliasl di SKPD Jlka ada | 4. Rekonslllator pada PPKD

pelimpahan tugas

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

Lampiran 5
Peraturan Bupati Pasaman Barat

Nomor 76 Tahun 2017

Nomor:900/ /BPKD-Akt/ Tahun xxx

Pada hari ini .eeeinneens tanggal ... bulan.............. Tahun ... telah diselenggarakan
rekonsiliasi Laporan Keuangan antara entitas akuntansi ......... nama SKPD..... dengan PPKD yang
selanjutnya disebut entitas pelaporan keuangan daerah dengan hasil sebagai berikut:

1. Posisi Aset Lancar
No URAIAN

SKPD PPKD Selisih

Kas di bendahara Pengeluaran
Kas di bendahara penerimaan
Kas Lainnya

Piutang Pajak

Penyisihan Piutang Pajak
Piutang Retribusi
Penyisihan Plutang Retribusi
Piutang Lain-lain

. _|Penyisihan Piutang Lain-lain
0. |Beban dibayar dimuka

1.

Persediaan

FFFTTTTF

=10

|lumlah Aset Lancar

Tidak terdapat perbedaan/ terdapat perbedaan antara data SKPD dengan data PPKD
(jelaskan seluruh unsur-unsur yang berbeda)

2. Posisi nilai Investasi
No URAIAN

SKPD PPKD selisih

1. |investasi Non Permanen

Jumlah

Tidak terdapat perbedaan/ terdapat perbedaan antara data SKPD dengan data PPKD
(jelaskan seluruh unsur-unsur yang berbeda)

3. Perkembangan Aset Tetap Tanah

No URAIAN

SKPD PPKD Selisih

Saldo Awal

Belanja Modal

Kapltalisasl Belanja Pegawal
E Kapitalisasi Belanja Barang/ Jasa
Koreksi Tambah
Reklasifikas|
Mutasl|

Hibah

>

Penguran,
|Penghapusan
Reklasifikas]
Koreksl Kurang
Mutasi

Hibah

1ah

|

Saldo Akhir

Tidak terdapat perbedaan/ terdapat perbedaan antara data SKPD dengan data PPKD
(jelaskan seluruh unsur-unsur yang berbeda)

Dipindai dengan CamScanner
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4. Perkembangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin
No URAIAN SKPD PPKD Sellsih

Saldo Awal

Belanja Modal

Kaplitalisas) Belanja Pegawal
Kapitalisas| Belanja Barang/ Jasa
Koreks| Tambah

Reklasifikas]

Mutas|

Hibah

Jumlah Py bah

Pengurangan
Penghapusan
Reklasifikas)
Koreks!| Kurang
Mutasi

Hibah

Jumlah Pengurangan
Saldo Akhir

Tidak terdapat perbedaan/ terdapat perbedaan antara data SKPD dengan data PPKD
(jelaskan seluruh unsur-unsur yang berbeda)

n 5. Perkembangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan

No URAIAN SKPD

PPKD Sellsih

Saldo Awal

Belanja Modal

Kapitalisas| Belanja Pegawal
Kapitalisas| Belanja Barang/ Jasa
Koreksl Tambah

Reklasifikasl

Mutas|

Hibah

» hah

e ngT T e
Pench an

Reklasifikas|
Xoreksl Kurang
Mutasi

Hibah

Jumlah Pengurangan

Salda Akhie
& Tidak terdapat perbedaan/ terdapat perbedaan antara data SKPD dengan data PPKD

(jelaskan seluruh unsur-unsuryang berbeda)

6. Perkembangan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan

No URAIAN SKPD

PPKD Selisih

Saldo Awal

hah:

1
| [Belanja Modal

Kapitallsasl Belanja Pegawal
Kxapitalisasl Belanja Barang/ Jasa
Koreks| Tambah

Reklasifikas|
Mutasi
Hibah

o hah

|Pengurangan
Penghapusan
Reklasifikas!
Koreksi Kurang
Mutasi

Hibah

lah Pengurangan
Salda Akhir

Tidak terdapat perbedaan/ terdapat perbedaan antara data SKPD dengan data PPKD
(jelaskan seluruh unsur-unsur yang berbeda)

Dipindai dengan CamScanner
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N

7. Perkembangan Aset Tetap Aset Tetap Lainnya

8. Perkembangan Aset Lainnya

10.

No URAIAN

SKPD

PPKD

Selisih

Saldo Awal

hah

Belanja Modal

Kapitalisasi Belanja Pegawal

Kaplitalisasi Belanja Barang/ Jasa

|Koreksl Tambah

|Reklasifikasi

|Mutasi

Hibah

Jum|lah Pe bah

L4 g2

renghap

Reklasifikasi

Koreks! Kurang

Mutasl

Hibah

[Jumlah Pengurangan

Saldo Akhir

Tidak terdapat perbedaan/ terdapat perbedaan antara data SKPD dengan data PPKD

(jelaskan seluruh unsur-unsur yang berbeda)

No URAIAN

SKPD

PPKD

Sellsih

Saldo Awal

Kapitalisasi Belanja Pegawal

Kapitalisasl Belanja Barang/Jasa

Koreksl Tambah

Reklasifikasl

Mutasl

Hibah

Jumiah P

|Pengurangan

Penghapusan

Reklasifikas|

Koreks! Kurang

Hibah

Jumlah gurangar

Saldo Akhir

Tidak terdapat perbedaan/ terdapat perbedaan antara data SKPD dengan data PPKD

(jelaskan seluruh unsur-unsur yang berbeda)

Posisi nilai kewajiban

No URAIAN

SKPD

PPKD

Selisih

Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

Pendapatan diterima dimuka

Utang Beban

P!“l.”!"

Utang Jangka Pendek Lalnnya

Jumliah Aset Lancar

Tidak terdapat perbedaan/ terdapat perbedaan antara data SKPD dengan data PPKD

(jelaskan seluruh unsur-unsur yang berbeda)

Register SP2D

No Jenis SP2D

SKPD

PPKD

Selisih

uP

GU

s

v

GU Nihil

TU Nihil

CP Belanja Pegawal _

*FPPFFFF

CP Belanja Barang dan jasa
. _|CP Belanja Modal

[Jumiah Aset Lancar

Dipindai dengan CamScanner
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@

(.

Tidak terdapat perbedaan/ terdapat perbedaan antara data SKPD dengan data PPKD

(jelaskan seluruh unsur-unsur yang berbeda)

11. Pemungutan dan Penyetoran Pajak

SKPD PPKD
No URAIAN Selisih
Penerimaan Penyetoran Penerimaan Penyetoran

1. |PPHPs 21

2. |PPHPs 22

3. |PPHPs 23

4. |PPN

[Jumiah Aset Lancar

Tidak terdapat perbedaan/ terdapat perbedaan antara data SKPD dengan data PPKD

(jelaskan seluruh unsur-unsur yang berbeda)

12....

Demikian berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya dan untuk dipergunakan sebagaimana

mestinya.

1. PASKPD 1. PPKD

2. PPK-SKPD 2. Kabid Akuntansi

3. Pengurus Persediaan 3. Kasubid Akt Persediaan dan Pelaporan
Keuangan

4. Petugas Rekonsiliasi di SKPD jika ada 4. Rekonsiliator pada PPKD

pelimpahan tugas

Dipindai dengan CamScanner
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- Lampiran 6

d'(9dnt\ =9 @gma T)el\‘ﬂ\ Peraturan Bupati Pasaman Barat
Nomor 76 Tahun 2017

KOP SKPD
Nomor:
fisin r. Simpang Empat, ... Tahun xxx
sk o . Kepada: YTH:
Perihal : Rekapitulasi Ketetapan Pajak/ . ,
rihal : Reka t Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
Retribusi Daerah Bulan ...... di
Tempat
Dengan hormat,
3 ]fehubungan dengan pelaksanaan rekonsiliasi pendapatan ... (Nama
atker)..m Bulan ... Tahun 2017 berikut kami sampaikan rekapitulasi Surat

Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)/ Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) yang
diterbitkan dan diakui sebagai pendapatan bulan ........(sesuai dengan bulan diterbitkannya

ketetapan)............ dengan rincian yaitu sebagai berikut :
No Nomor SKPD/SKRD Tanggal
omor SKPD /SKRL Ketetapan Nilaf Ketetapan
a. Pajak Hiburan
1.
2.
Jumlah Ketetapan Pajak Hiburan
b. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
1.
2.
Jumlah Ketetapan PBB
Total nilai Ketetapan Pajak Bulan........ 2017
a. Retribusi Pemakaian Kekayaan
Daerah
1. P
2 )

Jumlah  Ketetapan  Retribusi
Pemakaian Kekayaan Daerah

Total nilai Ketetapan Retribusi Bulan........ 2017

Total Ketetapan Pendapatan Bulan ....... 2017

Demikianlah disampaikan rekapitulasi Surat Ketetapan Pajak/ Retribusi Daerah
nama SKPD. Bulan....... , untuk bisa dipergunakan sebagaimana mestinya,

terima kasih.

Ka. SKPD

NIP...

Dipindai dengan CamScanner
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Lampiran 7
Peraturan Bupati Pasaman Barat

KOP SKPD
e ——————————

Nomor: Simpang Empat, ......c........ Tahun xxx
Lan}p : Kepada:YTH:
Perihal : Permohonan Penambahan Pengakuan ~ Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

Ketetapan Pendapatan di

Tempat
Dengan hormat,
Sehubungan dengan pelaksanaan rekonsiliasi pendapatan ... (Nama
Satker)............... Bulan ... Tahun 2017 dimana ditemukannya beberapa Surat

Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)/ Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) yang
seharusnya telah diakui dan dicatat sebagai pendapatan di bulan ........ (sesuai dengan bulan
diterbitkannya ketetapan)................ namun baru bisa diakui pada bulan ini dengan rincian
yaitu sebagai berikut :

1. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)/ Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD)
110 110} o senilai  Rp..oo. F:1 1 S (penerimaan Pajak/ Retribusi
tanggal ... yang baru diakui pada bulan ini dengan alasan

2. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)/ Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD)
nomor senilai Rp....... atas ............... (penerimaan Pajak/ Retribusi Daerah)............
tanggal yang baru diakui pada bulan ini dengan alasan

3. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)/ Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD)
nomor ............ senilai Rp........ atas ...t (penerimaan Pajak/ Retribusi Daerah).........
tanggal ......cccneemmccccnnn. yang baru diakui pada bulan ini dengan alasan

4. Dan Seterusnya ...

Kami selaku Pengguna Anggaran menyadari bahwa ini terjadi atas kelalaian kami
dalam pengelolaan dan penatausahaan penerbitan serta penetapan Surat Ketetapan Pajak
Daerah (SKPD)/ Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD), yang tidak bisa diakui secara ril
dan tepat waktu dalam penyajian laporan keuangan, dan kedepannya akan diperbaiki serta
dalam kesempatan ini dimohonkan untuk bisa diakui sebagai penerimaan Pendapatan-LO
pada bulan diterbitkannya.

Demikianlah kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya, terima kasih.

Ka. SKPD

NIP.

Dipindai dengan CamScanner
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Lampiran 8
Peraturan Bupati Pasaman Barat

Nomor 76 Tahun 2017
KOP SKPD

Nomor: Simpang Empat, ... Tahun xxx
Lamp : Kepada:YTH:
Perihal : Pembetulan Pengakuan Nilai Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

Ketetapan Pendapatan di

Tempat
Dengan hormat,
Sehubungan dengan pelaksanaan  rekonsiliasi pendapatan  ..........(Nama
Satker) Bulan Tahun 2017 dimana pada Surat Ketetapan Pajak Daerah

(SKPD)/ Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) yang telah diakui dan dicatat sebagai
pendapatan di bulan ........(sesuai dengan bulan diterbitkannya ketetapan)............ terjadi
pembetulan nilai besaran ketetapan dengan rincian yaitu sebagai berikut :

1. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)/ Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD)

NOMOT  wewwwws  yang telah diakui dan dicatat sebesar Rp.ww. atas
................ (penerimaan Pajak/Retribusi Daerah)........... tanggal.............. yang kemudian
dilakukan pemeriksaan ulang atas perhitungan ketetapan pendapatan tersebut dengan
alasan sehingga nilai ketetapannya menjadi Rp....cce.e dengan Surat

Pembetulan nilai Ketetapan Pajak Retribusi Daerah Nomor....... tanggal......w

2. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)/ Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD)
1141 110 ] o——— yang telah diakui dan dicatat sebesar Rp...... . atas
................ (penerimaan Pajak/Retribusi Daerah)........... tanggal........... yang kemudian
dilakukan pemeriksaan ulang atas perhitungan ketetapan pendapatan tersebut dengan
alasan sehingga nilai ketetapannya menjadi Rp.......... dengan Surat
Pembetulan nilai Ketetapan Pajak Retribusi Daerah Nomor....... tanggal.....—

3. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)/ Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD)
NOMOT seuessersssenee yang telah diakui dan dicatat sebesar Rp.... atas
................ (penerimaan Pajak/Retribusi Daerah)....w.. tanggal.......... yang kemudian
dilakukan pemeriksaan ulang atas perhitungan ketetapan pendapatan tersebut dengan
alasan sehingga nilai ketetapannya menjadi Rp........ dengan Surat
Pembetulan nilai Ketetapan Pajak Retribusi Daerah Nomor....... tanggal...... aree

4, Dan SEteruSNYa ... ummmsmmrsssssmsusenes

Demikianlah kami sampaikan, untuk bisa dijadikan sebagai dokumen perbaikan atas
pengakuan nilai pendapatan, atas bantuan dan kerjasamanya, terima kasih.

Ka. SKPD

NIP..

Dipindai dengan CamScanner
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Lampiran 14
Peraturan Bupati Pasaman Barat

Nomor 76 Tahun 2017
KOP SKPD
- .__—_—_——— e

Nomor: , Simpang Empat, ......ceeees Tahun xxx

Larr_lp : Kepada:YTH:

Perihal : Permohonan Perbaikan Data Entri Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

Tanggal Tagihan Data Entri di
Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan pelaksanaan rekonsiliasi data belanja sebelum pelaksanaan
pencairan, ditemukan adanya kesalahan pengentrian data tanggal tagihan untuk ...
kalinya di Tahun xxx dengan rincian sebagai berikut :

1. Belanja Modal/ Belanja Barang Jasa pengadaan dengan
SPP No. L5:117:42c:) [N G E: 1 T) i 1 [ R — tanggal

data yang dientrikan dengan tanggal tagihan adalah tanggal
Yang seharusnya dientrikan sesuai dengan tanggal PHO/ BAST

.......................

yaitu pada tanggal ; ;
2. Belanja Modal/ Belanja Barang Jasa pengadaan dengan
SPP No tanggal ......cceeremeeeerererierioe dan SPM NO ...cimumemssssnsasns tanggal

data yang dientrikan dengan tanggal tagihan adalah tanggal
Yang seharusnya dientrikan sesuai dengan tanggal PHO/ BAST

yaitu pada tanggal

3. Danseterusnya
Kami selaku Pengguna Anggaran menyadari bahwa ini terjadi atas kelalaian kami
dalam pengelolaan dan penatausahaan penerbitan SPP, SPM dan tanggal tagihan, yang
tidak bisa dientrikan, diakul dan dicatat sesuai dengan dokumen yang seharusnya yaitu
berdasarkan atas Berita Acara Serah Terima/ PHO, dan kedepannya akan diperbaiki dan
tidak akan berulang lagi, serta dalam kesempatan ini dimohonkan untuk bisa diperbaiki
data entri tanggal tagihan sehingga bisa dilakukan proses pencairan atas permintaan

belanjanya.
Demikianlah kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya, terima kasih.

Ka. OPD

NIP i i,

\
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Lampiran 15
Peraturan Bupati Pasaman Barat

Nomor 76 Tahun 2017
KOP SKPD
Nomor: Simpang Empat, ....eeerivcees Tahun xxx
Lamp : Kepada:YTH:
Perihal : Permnohonan Pengajuan Pengakuan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
Belanja atas keterlambatan entrian di
data tanggal tagihan Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan pelaksanaan rekonsiliasi data belanja sebelum pelaksanaan
pencairan, ditemukan adanya keterlambatan entrian data tanggal tagihan untuk yang ke

............ kalinya dimana data tanggal tagihan tersebut seharusnya telah dientrikan pada
bulan e sehingga seharusnya telah diakui sebagai beban/ aset di bulan .ceoceeeve
dan hal ini mengakibatkan terjadinya perubahan nilai atas beban dan aset bulan..........

yang telah direkonsiliasi, dimana berikut kami sampaikan data tanggal tagihan yang
terlambat dientri dan diakui dengan rincian sebagai berikut :

1. Belanja Modal/ Belanja Barang Jasa pengadaan dengan
SPP No tanggal [sE1 T 3 U1 L[ Jammmm— tanggal
cerresereemeeeeeennere YANE seharusnya telah dientrikan data tanggal tagihannya pada
bulan ... sesuai dengan tanggal PHO/ BAST yaitu pada tanggal

namun baru dientrikan di bulan.......... sehingga
mengalami keterlambatan selama ................. bulan.

2. Belanja Modal/ Belanja Barang Jasa pengadaan dengan
SPP No. tanggal dan SPM NO cceereeeeccrmensrrrnn. tanggal

e yang seharusnya telah dientrikan data tanggal tagihannya pada
bulan e, Sesuai dengan tanggal PHO/ BAST yaitu pada tanggal
namun baru dientrikan di bulan......... sehingga

mengalami keterlambatan selama ............ bulan
3. Danseterusnya

Kami selaku Pengguna Anggaran menyadari bahwa ini terjadi atas kelalaian kami
dalam pengelolaan dan penatausahaan penerbitan SPP, SPM dan tanggal tagihan, yang
tidak bisa mengumpulkan dokumen/ data yang seharusnya telah dientrikan, diakui dan
dicatat berdasarkan atas dokumen yang seharusnya bukan berdasarkan atas keinginan
untuk pencairan, dan kedepannya akan diperbaiki dan tidak akan berulang lagi, serta
dalam kesempatan ini dimohonkan untuk bisa dientrikan tanggal tagihan sehingga bisa
dilakukan proses pencairan atas permintaan belanjanya.

Demikianlah kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya, terima kasih

Ka. OPD

NIP.
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Lamplran 16
Peraturan Bupatl Pasaman Barat

Nomor.Z6 Tahun 2017
KOP SKPD
—
Nomor: Simpang Empat, ....cmmmmmmne Tahun xxx
Lamp Kepada:YTH:
Perihal : Permohonan Lanjutan Rekonsiliast Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
Belanja Bulanan/laperan keuangan di

Dengan hormat,

Sehubungan dengan pelaksanaan rekonsiliasi data belanja/ laporan keuangan bulanan,
sebagal kewajlban darl OPD, maka kami mengajukan permohonan penyelesaian
rekonslliasi belanja/ laporan keuangan tanpa adanya data rekonsiliasi aset tetap, yang
disebabkan belum selesainya rekonsiliasi aset tetap dengan Bidang Aset pada Badan Aset
dan Pendapatan Daerah, dengan konsekuensi berkemungkinan di kemudian hari
terjadinya perbedaan nilal aset tetap pada neraca keuangan dengan neraca Aset.

Kami selaku Pengguna Anggaran menyadari bahwa ini terjadi merupakan bagian dari
kelalaian kami dalam pengelolaan dan penatausahaan aset tetap yang belum bisa
diselesaikan sebagaimana mestinya, sehingaa akan mempengaruhi keakuratan atas nilai
yang diakui dan dicatat pada neraca OPD kami, namun dalam kesempatan ini kami
memohon agar rekonsiliasi belanja dan laporan keuangan tetap bisal dilanjutkan dan
dilaksanakan sehingga menghasilkan berita acara rekonsiliasi untuk bulan ......cee...

XXXX,
Demikianlah kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya, terima kasih

Ka. OPD

NIP.
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Lampiran 21
Peraturan Bupati Pasaman Barat

Nomor 76 Tahun 2017

KOP SKPD
R ————————————————————————————

Nomor: Simpang Empat, ................ Tahun xxx
Lan}p : o ] Kepada: YTH:
Perihal : Belanja Hibah/ Persediaan barang Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
diserahkan ke masyarakat yang belum di
diserah terimakan ke masyarakat Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan pelaksanaan rekonsiliasi data belanja/ laporan keuangan bulanan,
sebagai kewajiban dari OPD, maka bersama ini kami informasikan bahwa memang benar
adanya beberapa belanja hibah/ persediaan barang yang diserahkan ke masyarakat belum
kami serahterimakan dengan masyarakat dengan perincian yaitu sebagai berikut :

1. Belanja Hibah berdasarkan atas SK Bupati Pasaman Barat NO ..o tanggal ..o
kepada ... atas pengadaan ... dengan SPP No....coe
tanggal SPM No tanggal ... belum diserahterimakan ke
masyarakat yang disebabkan karena

2. Belanja Hibah berdasarkan atas SK Bupati Pasaman Barat No ..........ccccu.en tanggal .............
kepada ...connenenennnns atas pengadaan ... dengan SPP No........cceu.
tanggal SPM No 1721 17:7:2-1 [ belum diserahterimakan ke

masyarakat yang disebabkan karena
3. Persediaan barang yang diserahkan ke masyarakat atas pengadaan Tahun

........................... berupa belum diserahterimakan ke masyarakat
yang disebabkan karena

4, Persediaan barang yang diserahkan ke masyarakat atas pengadaan Tahun
........................... berupa belum diserahterimakan ke masyarakat

yang disebabkan karena

Dalam hal ini kami menyadari bahwa ini merupakan kelalaian kami, karena
seharusnya begitu pekerjaan terhadap barang yang akan diserahterimakan kemasayarakat
telah selesai dikerjakan, sesegera mungkin diserahterimakan ke masyarakat sesuai dengan
surat keputusan kepala daerah, sehubungan hal tersebut maka dalam hal ini kami akan
berupaya akan menyelesaikan berita acara serah terima ke masyarakat tersebut sebelum
permintaan dana GU selanjutnya diajukan.

Demikianlah disampaikan, dimohonkan agar rekonsiliasi belanja bulanan tetap bisa
dilaksanakan, atas bantuan dan kerjasamanya, terima kasih

Ka. OPD

NIP.
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Lampiran 22
Peraturan Bupati Pasaman Barat

Pada hari ini ... tanggal ... bulan Tahun Pukul ................
WIB telah diterima kelengkapan dokumen rekonsiliasi transaksi keuangan
pendapatan.........c... Nama SKPD.....ccvumrverernne untuk bulan ... dengan dokumen sebagai
berikut :

SP] Pengesahan Fungsional

Buku Rekapitulasi Penerimaan

Buku Pembantu Perincian Penerimaan o
Buku Kas Penerimaan S—_—
Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) .
Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) ’
Register Ketetapan

Register STS —
Register Bukti Penerimaan =
10. Pengujian LRA dan LO -
11. Pengujian Ketetapan, Bukti Penerimaan dan STS :

Lo e B ol o

.......... dinyatakan lengkap dan
Dokumen yang disampaikan oleh ..........uveenees Nama SKPD............... (

akan diproses oleh petugas rekonsiliator pada PPK/ dinyatakan tidak lengkap dan dikembalikan
pada pukul

Yang menerima Yang menyerahkan
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Lampiran 23
Peraturan Bupati Pasaman Barat

Pada hari ini ... tanggal ....coueene bulan ccession Tahun...cco.c.. 1111 1| F—
WIB telah diterima kelengkapan dokumen rekonsiliasi transaksi keuangan belanja dan beban
Bulan........ dani w5a e Nama SKPD.......cevccesreuerees untuk bulan .. dengan dokumen sebagai
berikut :
1. SP] Pengesahan Fungsional E

2. Buku Kas Umum =
3. Buku Kas Tunai ==
4. Buku Pembantu Bank 2
5. Rekening Koran

6. Buku Pajak

7. Pengujian LRA dan Pengesahan Fungsional
8
9
1

. Pengujian LRA dan LO z
. Pengujian register dan nilai SP2D =3
0. Rekapitulasi Pajak =3
Dokumen yang disampaikan oleh ................ TS T T (4 1 ) JO—— (dinyatakan lengkap dan
akan diproses oleh petugas rekonsiliator pada PPK/ dinyatakan tidak lengkap dan dikembalikan

pada pukul

Yang menyerahkan

Yang menerima
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Lampiran 24
Peraturan Bupati Pasaman Barat

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... Tahun Pukul
WIB telah diterima kelengkapan dokumen rekonsiliasi transaksi Persediaan Bulan ... dari
................... Nama SKPD....................... untuk bulan ................... dengan dokumen sebagai berikut :

Daftar Usulan Pengadaan Barang

Berita Acara Pemeriksaan

Berita Acara Penerimaan Barang

Surat Permintaan

Faktur dan Kwitansi

Surat Perintah Pengeluaran/ Penyaluran Barang

Buku Pengeluaran Barang dari gudang .
Bukti pengambilan barang dari gudang =l
.-—\\ . Buku Barang Habis Pakai ‘

CENOM A WN R

Dokumen yang disampaikan oleh ..., Nama SKPD....crcvccirnns (dinyatakan lengkap dan
akan diproses oleh petugas rekonsiliator pada PPK/ dinyatakan tidak lengkap dan dikembalikan
pada pukul

Yang menerima Yang menyerahkan
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Lampiran 25
Peraturan Bupati Pasaman Barat

Pada hari ini ..eoninnnn. tanggal bulan Tahun 71 ({11 E——
WIB telah diterima kelengkapan dokumen rekonsiliasi Laporan Keuangan Bulan ... dari
................... Nama SKPD.........cccuun.. untuk bulan ................. dengan dokumen sebagai berikut :

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) =
Laporan Operasional (LO) i
Neraca )
Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) X |
Penjelasan Pos-pos Neraca =
BA Rekonsiliasi Aset/ Surat Permohonan C
Kertas Kerja Aset ==
Daftar Mutasi Aset [
. Daftar Hibah Aset =n
10. Daftar Aset Lainnya —
. 11. Daftar barang yang akan diserahkan ke masyarakat o

NN W

0

-—

Dokumen yang disampaikan oleh ........coe.v.. Nama SKPD........c....c.... (dinyatakan lengkap dan
akan diproses oleh petugas rekonsiliator pada PPK/ dinyatakan tidak lengkap dan dikembalikan
pada pukul

Yang menerima Yang menyerahkan
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